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Nomor : K02/ 512.1 /PAB/1I/2025 Helvetia, 6 Februari 2025

Lamp : Kepada Yth :

Hal  :Permohonan Pembaharuan Kepala Dinas Pendidikan
Nama Satuan Pendidikan Propinsi Sumatera Utara

i Di
i Medan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Wijaya,SE

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja : SMK SWASTA PERKUMPULAN AMAL BAKTI (PAB) 2 HELVETIA

Dengan ini bermohon kepada Bapak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pembaharuan

nama satuan
pendidikan Kami :
Dari Awalnya :
Nama Satuan Pendidikan NPSN Alamat
Jl. Veteran Pasar IV Desa Helvetia
SMKS PAB 2 Helvetia 10214052 | Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang
Propinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20373
Menijadi :
Nama Satuan Pendidikan NPSN Alamat
SMK SWASTA PERKUMPULAN JI. Veteran Pasar IV Desa Helvetia

AMAL BAKTI (PAB) 2 HELVETIA 10214052 | Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang
Propinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20373

Sesuai dengan data yang tercantum dalam Surat Keputusan Guberndf’ Propinsi Sumatera Utara
yang ditebitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

dengan Surat Nomor : 421.5/952/DIS PM PPTSP/64 (19 ( SK Terlampir )

AN Ad 4
)

BAKTI (PAB) 2 HELVETIA




PEMERINTAH PROVINGT SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL KHL Wahid Hasyim No. $A [ J1. Sel Batung Serangnn No. 20 Medan 20154
Welepon (061) ARIAGIA - ARF2052

— T— e

KEFUTUSBAN GUBERNUM SUMATERA UTARA
NOMOR : A28/ 4% ¢ [1I8 PM PFTRP/ G/ VII[201%
TENTANG
1ZIN OPERASIONAL (FENYESUAIAN IZIN)

GUBIKRNR SUMATERA (TARS,

Membaca © 1. surst Keopala SMK Swants Perlonnpalan Amal Bakt (PAK) 2 Helwetis
Nomor : KOZ/66/PAB/VIL/2019 tanggal 01 Juli 2019 Peeibisl
Permohonian Pengajuan Penyesusian Izin Operanionsl yang Oieiims
pada tanggeal 01 Juli 201G,
2. berita atara verifikasi lapangan dan instrumern verifikasi perinotsiazsi
penyesuaian [zin Operasional Sekolah SME Swasts Pepbosmpulon fnal
Balkti (PAB) 2 Helvetin

Menimbang : Surat Edaran Gubernur Surastera Utars Nomor 503/4450 1angent 26 Aptll
2019 tentang lzin Operasional Satuan  Peadidikan  Formal  (Selooinb
Mcrniengah Atas, Sekolali Menengah Kejoaruan, Sekolah Laar Biass)

Mengngal : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 20 Tabon 200% \eodzog,
Bistem Peadidikan Nagional (Lemibsran Hegara Pepublile Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambaban lembacan Negoss Mepublie
Indoneaia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Homor 22 Tatwin 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Fepubliv Indoriesia Tabon
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negqaoa Republie (ndonesiz
Nomor G587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (entang PeongelobEan dan
Penye Pendidikan Wajib Memiliva  lzin Pendinen dan
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatoon 2010 Homor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar S105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20105 tentang Perubabion
Kedua Atas Peraturan Peoierintah Nooior 19 Tahoun 20075 tentang
Standar Nasionzal Pendidikan (Lembaran Negars Feoputhl indonesis
Tahun 2015 Nomor 45);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 \entang Prelsyacosn
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  [(Lembernan legara
Republik Indonesid Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan |embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudsayaan Pepubliy  lodoneaiz
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perababarn dan
Penutupan Satuan Pendidilan Dasar dan Meoengan (Benta Negars
Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 677},

7. Peraturan Mcenteri Fendidikan dan Kebudasysan Repuldik indonesis
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusahia Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Hegara RPepubiik
Indonesia Tehun 2018 Nomor 896);

8. Pematuran Dacrah Sumatern Utara Nomor 6 tshun 2016 t=ntang
Pembentukan dan Susunan Perangkatl Deerab Pooviogl Sumaters
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumaters Uiars Tahun 2006 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinel Sumatera Utara Nomor 22);

9. Peraturan Gubernur Sumaters Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayvenan Perizanan dan Moo Perizinan
Kepada Dinas Petisnaman Modal dan Pelavansn Perizivian Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumastera Utara (Berita Daersh Proving Sumsaters
Utara Tahun 2017 Nomor 66),

10. Peraturan Gubernur Surmaters Utara Nomor % Tahun 2019 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tats Kerja inas FPendidikan
Provinsi Sumastera Utara (Berita  Daerab Provios: Sumstera Utars
Tahun 2019 Nomor 3).

Memutuskan:. . /2






